






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh 
penulis dalam peneltian tentang analisis perlakuan pendapatan terhadap 
kesesuaian yang ada pada SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa: 
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya menerapkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan dalam perlakuan untuk pendapatan, Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sidoarjo masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Basis Akuntansi yang 
digunakan masih Basis Kas menuju Akrual. Hanya beberapa informasi 
akrual yang disajikan,  dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran yang 
masih disajikan berdasarkan basis kas, dan tidak disajikannya Laporan 
Operasional untuk basis akrual. Akuntansi Akrual hanya dijelaskan melalui 
Catatan Atas Laporan Keuangan. 
2. Untuk pengukuran pendapatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo 
menggunakan mata uang rupiah sebagai ukuran pendapatan yang sesuai 
dengan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010. 
3. Dalam Penyajian Pendapatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo 





atau semesteran yang berdasarkan pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan 
nomor 65 tahun 2010 yang  sesuai dengan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 
namun hal itu termasuk dalam situasi tertentu dimana entitas dapat 
melaporkan laporan keuangannya tidak satu tahun dengan syarat 
mengungkapkan informasi mengenai alasan penggunaan periode pelaporan 
tidak satu tahun.  
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo masih menerapkan Standar 
Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 24 tahun 2005 yang masihberbasis kas 
menuju akrual. Implementasi SAP PP Nomor 71 tahun 2010 berbasis  akrual 
dilakukan paling lambat empat (4) tahun setelah ditetapkannnya peraturan 
pemerintah nomor 71 tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan pemerintah 
dan lembaga pemerintahan.  
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang apabila dapat 
diatasi pada penelitian selanjutnya akan memperbaiki hasil penelitian. Adapun 
keterbatasan tersebut yaitu: 
1. Kurangnya referensi mengenai materi akuntansi untuk organanisasi 
pemerintahan. 
2. Kesibukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dalam penyediaan waktu 
untuk proses wawancara. 
3. Penelitian ini tidak dilengkapi dengan hasil rekaman wawancara dengan 





Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dapat menyesuaikan kembali dalam penggunaan 
Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai acuan dalam 
Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan umumnya untuk penyajian Laporan 
Keuangan. Dengan dilakukannya perbaikan akan membantu meningkatkan 
kualitas laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi yang 
dibutuhkan oleh penggunanya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam 
rangka perbaikan yaitu: 
 
Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo: 
Diharapkan Kantor Pertanahan Sidoarjo membuat Laporan Keuangan Operasional 
dimana dalam laporan tersebut akan menggambarkan tentang pendapatan-LO, 
beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu. 
Sehingga informasi dalam laporan keuangan telah disajikan secara transparan 
kepada publik. 
 
Bagi Peneliti Berikutnya: 
Diharapkan peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel penelitian sehingga 
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